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ABSTRAK

Pengadilan Agama adaloh salah st peloky kekussian kehakiman untuk manggakkan fhukum don keadifan,

Hakim Pengadilen Agoma diber kpwenongan menyefesoikan perkara beremy, salah satunya bidong perkawinan,

rengizinkan sunmi berpoligami adalah kewemangan dori hakim Pengadilan Agamd. Seomng suami yang akan

berpalignmi harus memenehi salah sate syard altersatl dan ketige syorst kumwlanl, Mendopar idin dari ister

merupakan salah satu Syaral kemulant. Memperoleh izin ister meerang sulil karena tidak oda isterd vang mou dimade,
Apabila suarmi tidik mendapat izin berpeligami dasi isteri apa yang darat dilakukzan oleh suami,

Berdazarkon keadaan tersebut maka penulis mencabn mengangkal mengenad kewenangan hokim Penpadilan
Agima mengizinkan suami berpaligami lanpa seizin iseri, Yang menjadi perumuosan mosalzh di dalen skripei ini
adalah apa sajn pefuang yang dapat dilokukan oleh sunmi berpaliyami tanpa scizin sslerd, bogaimana kewenongan hakim
Penpadilan Agama dulam hal mengizinken suami berpoligomi tanpa seizin isteri, dan ape saja faktor-laklor
pertimbangan hakim mengizinkan suami berpaligain: wapa seizin ister,

Penulisan skeipsi ini menggunakan melode yuridis normatif sailn penulis melabuknn penclitian stodi
kepuslakazn dengan menpumpulkon buka-buku atau Heeratnr-literatus serta data yang berkaitin dengan penulisan skripsi
ini. Wawanczr juga dilakukan & Pengadilan Agsma sehagai sarena pelengkap kireni bersaitan dengan kewerangan
fakim, Dari hasil peselitian, penulis berkesimpulan bohwa seorang suanti yang akan beepaligami harus mendapat izin
terighih dohuly dasi Pengadilan Agama, Tzin dari isteri bukanlah syarar mullak karena izin vang sehemirnya il adalal
izin dari Pengadilan Agaima. Mengenai peluang vang dapel diltkukan suair untck berpoligarmi Lnpn seizin isleri
dinpalzkan dalam Pasal 5 (25 UL Mo U097 wentanp Perkawinan, Hakim HEMWERANg mengizinken suami berpaligami
rarend ns0s kehebasan yang dimiliki dun diperkual dengan Surar Eduran MMohkamak Agung No L0 Tahun 2005,
sertn hzkin Ldsk berwenang memberi izin berpoligami selain yung dinvatakan dalam Undaig-Linding. Fakoor-
fzktor pertimbangan hakien unlek memberikan pulusannyz yang berupa penstupan, apakabh mengizinkan aras
menolak permolonan izin berpoligami berdasarkan alasan yang dijukan suami sebageimana yone dinyiiakan
dalom Pasal 4 avad 2 UL Wo. L1974 tentang Perkawinun,

=kripsi telah dipertabinnkan i depan Sidang Penguji dan dinyntakan luhes pada tanggal 0F &4 pusius 2007
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat manusia untuk saling membutuhkan antara
satu dengen yang lain. Manusia adalah makhluk sosial atew makhluk
bermasyarakat yang senantiasa hidup bersama dengan orang lain, Manusia
tidak dapal hidup seadiri tanpa bantusn crang lain. Oleh karenz itu, manusia
dengan segala kelebihan vang dimilikinya  harus mampu mewujudkan
kehidupan vang harmonis, menjalin hubungan yung baik dengan sesamanva
den dengan makhluk ciptaan Tuban lainnya,

Allah - SWT  menjadikan  makhluk-Nya  berpasang-pasangan,
menjadikan manusiz laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dae
betina, begitu pula wumbuh-tumbuhan dan lain schagainya'. Manusia ang
diciptakan berpasang-pasangan ini sesuai kodratnya yang saling membutubkan
akan berusaha melanjutkan hubungannya dengan melakukan suatu ikatan agar
mereka dapat hidup bersama. [katan ini dilakukan oleh seorang laki-laki dan
setrang perempuan untuk membentuk keluarga yvang bahagia, [katan iniluh
yang disebut dengan perkawinan, Perkawinan ini timbul didasarkan rasa
saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan

masing-masing. serta saling menerima apa adanva.

- Mahd Idris Ramulyo, Hautue Perdawings Tolam, Buml Aksare, Iakora, 1996, hal 31
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halnya jika akan memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.
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undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jika mereka telash sepakat
melakukan ikatan perkawinan maka mer¢ka harus taat dan patuh pada
peraturan hukum yang berlaku serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai
suami istri dengan baik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1/1974, perkawinan itu adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk kelvarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketwhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam
melakukan perkawinan adalah ibadah dan sesuatu yang halal. Perkawinan ini
bertujuan untuk membentuk keluarga vang sakinah, mawaddah, warrahmah.
Dengan melakukan perkawinan maka seseorang terhindar dari godaan setan
atau perbuatan dosa atau lebih tepatnya terhindar dari perbuatan perzinaan.
Selaim itu dapat juga menjaga manusia hidup aman, tenteram dan bahagia serta
mendapatkan keturunan yang sah.

Banyak alasan yang menyebabkan kelidakharmonisan dalam berumah
tangga. Jika salah satu pihak saja melalaikan kewajibannya apalagi keduanya,
maka rumah tangga yang telah dibina tidak akan begalan dengan lancar, ridak

tenteram dan akan sering terjadi pertengkaran, Salah satu alasan diantaranya



BAB IV

FENUTIIP

A, Kesimpulan

Rerdasarkan uraian di atas dapat dismbil Kesimpulan:.

ik

Peluang dapat dilakukan suzmi usok oerpaligami dengan mengajukan
permohonan ke Pengadilan Agama meskipun  suami  tidak mendapal
persetjuan isteri. Dalam hal adanya Reinginan berpoligami maka dalam
Pasal 5 (2) UL No.1/1974 tentang Perkawinan memsberikan peluang suami
berpoligami  apabila isterifisteri-isterinya  tidak mungkin  dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apahila
tidak ada kabar dari isterinva selama sekurang-kurangnye 2 tahun atay
karena sebab-sehab [zinnya vang perlu mendapat penilaian dar Hakim.
Kewenangan  hakim T':Eng.illﬂ“ﬂt': Agama dalam hal mengizinkan  suami
herpoligami tanpa seizin isteri karena kebebusan vang dia miliki dan diperkuar
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2005, Apabila tidak ada
izin dari isteri atay isteri-ister selain yang disebut pada poin 1 (satu) di atas,
maka hakim tidak berwenane memberi izin suami berpoligami.
Faktor-faktor  pertimbangan  hakim mengizinken  suami - berpoligami
terigantung alasan suami mengajukan permchonan permpoligami, sehagaimana
termakiub di dalam Pasal 4 avat 2 UL WNo, 171974 vaitu isteri tidak depat
menjulankan kewajibannya schagai seorang isteri. isteri mendagal cacat
badan atau penyvakil vang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapa

melahirkan ketrrnan.
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